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KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR @8 TAHUN 2026

PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NO. 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang ;oA bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di
lingkungan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas vang dibiayai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026
dipandang periu untuk menunjuk Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (PPK-SKPD);

b. bahwa pegawai vang namanva tercantum pada
lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan
memenuhi untuk melaksanakan tugas selaku Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten
Kepulauan Anambas; dan

C. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan
b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan
Sekretanis  Dewan  Perwakilan  Rakvat  Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879 );
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11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53)
Sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 59};

14. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor
101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Nomor 101);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025
Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109};

17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 45
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 616);

18. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 42
Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);

19. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 708
Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum
dalam  Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat
Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah
{PPK-OPD) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat
Daerah {PPK-OPD) mempunyai tugas dan tanggung jawab
sebagai berikut :

a. Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan
Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran
dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

b. Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan
SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan
Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran;
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. Menyviapkan SPM;

d.  Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
e.  Melakukan akuntansi SKPD; dan

f. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA PPK bertanggung jawab kepada Pengguna
Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Segala biayva vang timbul akibat dari dikeluarkannva
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
Anggaran 2026.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal2} Januari 2026

Sekretaris Dewgdn Perwakilan Rakyat Daerah,

Jhon Aquérius Pt .rfa, SE., M.Si
Pembinaj Utama Muda (IV/c¢)
NIP 197301222003121007
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Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor - \8 Tahun 2026
Tanggal : 27 Januari 2026

NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

NO NAMA / NIP PANGKAT/GOL JABATAN DALAM DINAS
Juhari, S.Pd S et sl s b b iin To
1 NIP 197909082010011013 Penata (Il1/c) Penelaah Teknis Kebijakan

YW

i

W
Jhon Aqu riu’&);%’utria. SE., M.Si
Pembina Utarha Muta (IV/c)
NIP 19730122 2003}2 1 007

A



